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Dokumen Kependudukan

Terancam RusakrLr (trlLjtru tr
Semarapura (Bali Post) .

Sejumlah ruangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Klungkung bocor karena sudah berusia tua. Bahkan, ruang arsip akta dokumen negara yang
ada di gedung paling timur lantai II bocor. Hal ini mengakibatkan, dokumen kependudukan
terancam rusak akibat air hujan. Gedung yang dibangun tahun 80-an itu pun sebagian besar
tidak bisa dimanfaatkan.

Kerusakan terjadi di komplek
gedung paling timur tepatnya ge-
dung sebelah timur lantai II yang
diperunttrkan untuk ruang arsip
dan lantai II di gedung selatan yang
kini sudah tidak bisa dimanfaatkan
lagi. Kondisi atap yang sudah lapuk
dan rusak parah menjadi kendala
utama sehingga gedung tersebut
tidak dimanfaatkan lagi.

Menurut Kepala Disdukcapil
Kabupaten Klungkung I Komang
Dharma Suyasa didampingi Kasu-
bag Kepegawaian Kadek Mastri,
pihaknya tidak berani mernan-
faatkan gedung Iantai II untuk

perkantoran karena atapnya sudah
rusak parah sehingga air masuk ke
ruangan saat hujan.

Mennrutnya, diperlukan biaya
yang cukup besar untirk mereno-
vasi kemsakan yang terjadi di
gedung tersebut. Sedangkan saat
ini, pihaknya bam rnenerima ang-
garan untuk rehab gedung rllang
rapat sebesar Rp 230 juta. "Ren-
cananya anggaran ini digunakan
untr-rk merehab gedung ruang rapat
yang sudah rusak ditambahi teras,"
Jerasnya.

Sementara terkait dengan ruang
arsip yang bocor, pihaknya telah

berulraya untuk mengusulkan re-
hab. Narnun, masih menunggu
kepastian anggarannya

Kantor yang sebelumnya dirnan-
faatkan oleh Sekolah Yaparindo
tersebut baru dibenahi 2013. Set-
elah gedung Yaparindo dirobohkan,
Disdukcapil mendapatkan ang-
garan sekitar setengah miliar ru-
piah tahun 2013 untuk pembuatan
gedung yang saat ini dimanfaatkan
untuk pelayanan pembuatan akta
dan KTP. Selanjutnya, diusulkan
juga tembok panyengher sebesar
Rp 190 jutaan dan penataan ta-
man. (dwa)
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Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pipanisasi

Asisten II Sekda
Ditahan

Amlapura (Bali Post)^^^iriifit"" i;Ji; Fu x.r.ngasem yang kini meljabat Asisten II Sekda Karanga-

".;i;."i]; i;;;" 14fa;o1.-u, s.l"i" 1z1ia;-"ot" kemarin, ditahan di Lapa-s (Lem-

;;;'il;;;;ilt"r)k;;;;;;;rr,- i'".rurr^rran tersangka kasus dusaan korupsi
n.ove,. DrDanrsasr Jt;;ih;;p;t kecamatan di Karangasem itu dilakukan jaksa

il;"',i#"ffiffi 
^i;; i K;j 

"" 
i A^-1. p.t." u s a i me n e r ima p elimp ah an te 

'= 
an gka,

il;ii.;;;";i;;;;.k;.i"" u"'""g u.'Lti dari penyidik Tipikor Polda Bali'

Atas penahanan tersebut' Karangasem,keluarganyapun
nenasihat hukum tetsangka mengikuti' Istrinya, Nyonya-ild-;t;;i"ilana, 

S.H. mettgi- Ida Bagus Made oka' tampak

"yu"itkutt 
pihaknya bakal sedihdengankasusyangmem-

mengajukan penangguhan belitsuamrnya'
p"nuf,uttutt.'Yu,s".ntip"ot"- S-e-re-rti{i-beritakan, man-

iur kami akan mengajukan tan Kadis PU Karan-gasem Ir'
permohonan penangg.,han Wayan Arnawa sudah lebih

;;;;it;;." lata Hiailat. dahulu divonis di Pengadilan-- 
ela.u.t-ottonpe.tattgguhan Tipikor Denpasar dalam ka-

"""uttu"u" 
d.i anitrattyika""- sus korupsi proyek pipanisasi

-tr"i"t.uttgt^menjabatsebagai tahun 2009-2010 itu' Arnawa
A.i"t""tfS"kdaKarangasem, diputus pidana penjara 1,5

iuea sebaqai tulang punggung tahun'
'k;i;;G;: Begitu"tersangka Selain Arnawa dan Ida Ba-

^""iX"2"*.tinBebandemltu 
gus Made Oka (IBMO), kasus

iiJattan,penyifikmenyampai- yang merugikan keuangan
k;; ;;ti pemberitahuan pe- negar-a rgrencapaiRp 3'7 miliar
;;h;;;y; hngsung kepada itu sebelumnva:1193 qenvgT.e.t

Gi"il"""u"gt u. 
" qejumlahnama' DuluPenvidik

- il; ters"attgta Nyonya Ida Reskrimju-s Polda Bali yang

BaeusMadeOkadankeluarg- menyidik kasus itu, sempat

^"i"."i^t 
awal sudah datang menetapkan setidaknya dela-

1"" k":"^ti Amlapura. Saal pan nama tersangka' MeTka
;;*n!k" dibawi ke Lapas yangmenjaditersangkaselain

Arnawa dan IBMO (selaku
pejabat pelaksana teknis keg-
iaiarVPPTKl, juga sejumlah
mengawas proyek dan Pen-
guasa anggaran.

Ditemui di sela-sela rne-
limpahkan tahaP ll dengan
tersangka IBMO berikut ba-
rans bukti. Kanit Il TiPikor
Reskrimsus Polda Bali Kom-
pol Ida Bagus Wedanajati
menvampaikan, tersangka
Iainnya dalam kasus itu masih
dalam proses melengkaPi alat
bukti dan berkas acara Pemer-
ikasaan (BAP): Dalam waktu
dekat, setelah berkasnYa leng'
kap bakal dilimpahkan tahaP
II satu-satunya tersangka dari
pihak rekanan dari PT Adhi
Karva.

dahm kasus proyek PiPan-
isasi air minum emPat keca-
matan senilai RP 29 miliar itu,
rekanan yang memenangkan

I
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pekerjaan proyek itu dari PT
Adhi Karya. Sebelumnya, pe-
serta lelang proyek PTWaskita
Karya KSO menawar proyek
lebih rendah. Namun, entah
bagaimana kebijakan pejabat
pemilik proyek, ternyata PT
Adhi Kanya sebagai penawar
lebih tinggi 1'ang dimenang-
kan, meski pihak PT Waskita
Karya sudah menghjukan
sanggahan.

Proyek itu dikerjakan 2009,
namun tahun itu tak selesai.
Dilanj utkan tahun berikutnya
dan kembali diberikan pihak

PT Adhi Karya mengerjakan.
Pada akhirnya ada peserta
lelang yang diduga tak puas,
lantas melaporkan kasus itu
ke penegak hukum.

Kerugian negara terjadi
dalam kasus itu di antaranya
karena spesifikasi pipa jarin-
gan air bersih yang dipasqng
lebih tipis dari spesifikasi da-
Iam kontrak kerja. Dibeberapa
lokasi pipa dipasang tanpa
ditanam dalam. Seperti di
pinggir jalan di Subagan pipa
besi itu tampak mencuat di
pinggir jalan. (013)

Bali Posvbud

DITAHAN - Mantan Kadis PU Karangasem Ir. Ida Bagus
Mad.e Oha (tengah baju garis uertihal) ditahan d,an d.i-
Siring staf Kejati BaIi he mobil tahanan, hemorin.

%
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PNAkui lJnud Sudah

Denpasar (Bali Post) -
Pengadilan Negeri (PN)

Denpasar akhirnya mengakui
bahwa pihak Unud sudah
mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK)
atas dikabulkannya pernloho-
nan kasasi Ni Wayan Kepreg
dan Nyoman Swastika oleh
MA (Mahkamah Agung).'Ya,
kemarin kan saya sampaikan,
sampai saat ini saya belum
mengetahui. Intinya, bahwa
Unud sudah mengajukan PK
per 30 Maret," tandas Humas
PN Denpasar Hasoloan Sian-
turi, Selasa (2814) kemarin.

Sebelumnyg, atas.sengketa
tanah yang awalnya milik I
Rapuh (alm) dengan pipil
No. 514 persil No. 137, klas
V seluas 27.600 M2 HMA/
SPPT No. 51.03.050.004.043-
0003.0, yang berlokasi di Jalan

Uluwatu, Jimbaran tersebut,
eksekusi sudah dilakukan
PN Denpasar. Sementara
Rektor Unud Prof. Suastika
didampingi Pembantu Rektor
(PR) II Prof. Ketut Budisqs-
rusa dan PR IIi Dr. Nvoman
Suyatna secara tegas men-
gaku sudah mengajukan PK
pada 30 IVIaret. Bahkan, Suy-
atna memperlihatkan kuitansi
pembayaran. Untuk PK, Unud
membayar Rp 4,46 juta di Pen-
gadilan Negeri Denpasar.

Rektor mengatakan, apa
yang diperjuangkan itu meru-
pakan aset negara. "Ini per-
juangan hati nurani. Ini yang
diperjuangkan aset negara,
bukan pripadi," sebutnya.

Atas putusan MA, Unud
kemudian mengajukan PK.
Apakah ada bqkti baru atau
novum dalam PK yang dia-

jukan, PR III Nyoman Suv-
at_la. mengatakan, pengaj ua n
PK itu tidak mesti novum.
Pihaknya menilai putusan
MA.keliru. mengandung cacat
yundrs atau kekhilafan atau
kekeliruan hakim.,,Dasar
kekeliuran ini yang kita pak-
ar. Jerasnya.

Rektor Prof. Susatika me-
nambahkan, ohjek sengketa
atau tanah telah dilakukan
pembebasan pada 15 Novem-
ber |982. "Sehingga sejak
saat rtu tanah menjadi milik

ttugu"u," jelasnya.
Namun, tanah itu,kemu-

dian digugat oleh Ni Waybn
Kepreg dan Nyoman Swastika
selaku ahli waris I Rapuh. Di
Pengadilan Negeri Denpasar
dan Pengadilan Tinsgi (PT),
Unud menang. Di tingka
kasasi, MA memenangkan
pemohon: Namun, kekalahan
di MA ini tidak diterima pihak
Unud. Alasannya, yang digu-
nakan sebagai pertimbangan
adalah bukti surat .fotokopi.
(asa)
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TERBENGKALAI - Banyah bangunan terbenghalai tale
berpenghuni d.i seputar Kota Denpasar. Konclisi ini
rnenimbulhan hesan huntuh bahhan angher, hingga
naengganggu keindahan wajah hota. Anggota Komisi
III DPRD Kota DenpasarWayan Suad.i Putra, S.T. men-
gatahan, hal ini mesti ditangani terlebih dahulu oleh
pihah hepala linghungan sampai tinghat hecamatan
setempat untuh memberihan teguran hepada pemilih
lahan/bangunan. Jiha dori tinghat linghungan sampai
tinghot desa setempat belum juga mendapat respons,
baru masuh he yustisi.
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Ranpetda RiParda

Tak Ada "JiwanYa"
Denpasar (Bali Post) -- -Ripat 

Paripurna Intern DPRD Bali' Se-

f"* t-za/a) kelmarin. memutuskan untuk
m""onda pembahasan Ranperda Rencana
Induk Pembangunan Kepariwigalqap
Daerah (Riparda). Penundaan rm trctaK

f"""t J^i'i usulan Pansus Ranperda Ri-
parda yang ingin menunda penetapan

i"tto"ti" terse6ut menjadi perda'
"Meneingat masih diperlukalny-a

pembahisan serta kajian s.ecara Iebrh
'mendalam, serta ranperda ini merupa-
kan pedoman jangka panjang sehingga

, Panius mengusulkan agar menunoa
penetapan ranperda dimaksud menJactr

;;;A; ian mel-anjutkan Program. kerja
Punsu. untuk masa persrdangan Kedua

i"ft"" ZOf f ini," ujar Ketua Pansus Ran-
p"rJ" nipu"aa I WaYan Rawan Atmaja
saat napat Paripurna berlangsung'- -"* 

d"tt"tu"is Pansus Riparda A'A' Ngu-

iah Adhi-Ardhana menambahkan' usu-

lan penundaan ini juga tidak Iepas dari.Jai;; 
Letidakselirisan aturan (ko-n-

l*a#.i1, U"tum komplitnya- isi ranperda'
i"i"-,ii-usukkannya roh-p-ariwisa-ta
trJ^uu vukni Perda-No'2 Tahun 2012

a"Utir;it""gingat"' serta belum adanya
lampiran DfW dan KDTWK'--;'F.au 

saat konsultasi dengan Kemen-
terian Pariwisata menyebutkan bahwa

Riparda ini tidak ada jiwanya' Jadl me'

mane itu alasan-alasan kita menunda'
;;;fti; ptd seperti Yang disamPaikan
meneenai kontradiksi"' imbuhnya'

M-enurut Adhi. kontradiksi muncul
t."tata" ada PerPres No'51 Tahun
2Ol4 yang mengubah daerah konservasr
;;;Ji i^"ttfr Pemanfaatan di Teluk
S";u. S"hl"gga Lertentangan pula den-

e"" F"tau nfRWP Yang menjadi acuan
Ranperda RiParda.
Hal.23
Pariwisata Rintisan

"Pada saat konsultasi
dengan Kementerian

Pariwisata menYebutkan

, bahwa Riparda ini tidak
ada 'jiwanya'. Jadi me-
mang itu alasan-alasan
kita menunda, demikian
pula sePerti Yang disam-

paikan mengenai
kontradiksi."

AdhiArdhana
Sekrefarls Pansus

Ranperda Riparda Bali

Pembahasan Ditunda
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Pariwisata Rintisan
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Kalaupun Tanjung Benoa

dicabut dari kawasan Pari-
wisata, maka dia akan men-
jadi kawasan pariwisata rinti'
san. Sementara Pariwisata
rintisan hanya boleh dilaku-
kan di daerah yang belum
berkembang

"Ada dua kemungkinan,
apakah memperbaiki RTRWP
berdasarkan PerPres 51 atau
bertanya ke Presiden aPakah
tetap melanjutkan PerPres 51

atau kembali ke PerPres 45,"
ujarnya.

Benoa saja. MenurutnYa, wa-
jar ketika ada beberaPa Pihak
inein melakukan penundaan
bili memang Ranperda RiPar-
da ini akan mengarah Pada
rencana reklamasi. Terlebih
rencana ini menuai Pro dan
kontra di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pan-
sus APZ I Kadek Diana sePa-
kat adanya penundaan sam-
pai pihaknya menYamPaikan
ieiumlah rekomendasi. Salah
.ul.,.yu adalah rekomendasi
untuk merevisi Perda No.16
Tahun 2009 tentang RTRWP.
Di samping mengusulkan
agar'Pansus RanPerda Ri-
oarda menquii aturan-aturan
dengan per'bedaan penafsiran
atau multitafsir di Mahkamah
Konstitusi. (kmb32)

Arrggota dewan lainnYa, I
owan T)iesel Astawa. ber-Wavan Diesel Astawa, ber-

haiap Ranperda RiParda
tidak hanya berPikir menge-
nai rencana reklamasi Teluknai rencana
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$idang Kasus Korupsi dan TPPU Mantan Bupati Klungkung

Jaksa Kembali Tolak
P eng acara dan Ko d arfi Uday ana

Denpasar (Bali Post) -
Sidang lanjutan dugaan

perkara korupsi, gratifikasi
dan tindak pidana pencucian
uang (TPPI-D dengan terdakwa
mantan Bupati Klungkung
Wayan Candra, Selasa (28/4)
kemarin tidak dilanjutkan.
Pasalnya, saksi I Gwti Ayu Sri
Wahyuni yang sudah tiga kali
dipanggil, kembali tidak da-
tang. JPU Made Pasek alkk. di
depan majelis hakim pimpinan
Hasoloan Siantwi, kemudian
meminta atau mengusulkan
untuk memartggil ulang. Selain
itu" jaksa juga kembali menolak
tin pengacara dari I(odam DV
Udayana.

Jaksa mengatakan Sri
Wahyuni tidak hadir karena
sakit. Surat keterangan sakit
dibawa pengacaranya. Jaksa
pun akan mel.ayangkan surat
untuk keempat kalinya. 'Ya,
besok kita panggil lagi. Ini

. untuk pemanggilan keempat
kalinya, tadi ketiga," tandas
JPU Pasek.

Saksi Sri Wahyuni memarg
sangat dibutuhkan untuk men-
erangkan soal Agrrng Podomoro.
Pasalnya, itu dibeli atas nama
saksi, namrm disebutkan bahwa
pembayarannya menggunakan
uang dari perusahaan Candra.

Atas penundaan itu, ter-
dakwa yang mantan Bupati
Klungkung dua periode itu

meminta supaya jaksa meng-
hadirkan salah satu pemilik ta-
nah. Pasalnya, Candra sendiri
mengaku tidak kenal dengan
pemilik tanah. Sedangkan kua-'
sa hukum terdakwa, Warsa T.
Bhuana, meminta supya jaksa
menghadirkan saksi Halim Su-
nandar. Menurut kuasa hukum
terdakwa, Halim membeli la-
han pada Candra. Tanah yang
dijual Candra itu diperoleh
sebelum menjadi bupati.'Kalau
ini dijalikan T?PU kan tidak
benar, apalagi ada perjanjian,"
kbtanya. Karenanya, pihak
Candra minta supaya Halim
dihadirkan pekan depan.

JPUMade Pasek pun menya-
talan akan berusaha menghad-
irkan saksi-saksi itu, termasuk
melayangkan panggilan pada
seksi Sri Wahyuni. Sementara
dalam sidang dengan terdakwa
Tim Sembilan; yakni untuk
tiga terdakwa, mantan Sekda
Klungkung Ketut Janapria, I
Made Ngurah dan AA Sagung
Mastini selaku mantan Kepala
BPN, kemarin mengagenda-
kan tanggapan jaksa atas ek-
sepsi. Khusus untuk terdalwa
Janapria, tim JPU melaluiAde
Nandar Sfitonga pada intinya
meminta hakim menolak tim
pengacara dari Kodam IX/
Udayana. Menurut jaksa, tim
hukum yang diberi nama Ko-
rps Hukum Angkatan Darat

dengan nama pengacara Ictkol
Chk. Edi Purwanto, Mayor Chk.
Allan Hermit Prasetyo, Mayor
Chk. Heri Hidayat, Kapten
Chk. Nainggolan dan PNS Ni
Wayan Sariati itu tidak mem-
punyai legal standing dalam
membela persidangan pidana
korupsi. Jaksa pun menolak
pengacara dari Kodam men-
dampingi terdakwa.

Majelis hakim Beslin Si-
hombing dengan hakim anggota
Sumali dan Hartono, sempat
menanyakan identitas per-'
wakilan dali Kodam, Ni Wayan
Sariati. Dia mengaku sebagai
PNS dan bukan pengacara.
Namun, dia menggunakan toga
dalam sidang kemarin. Anggota
majelis hakim Sumali kemu-
dian menjelaskan soal ju.d.icinl
revi,eu masalah advokat yang
diajukan. Disebutkan di sana,
bahwa selain advokat, tidak
diperkenankan menggunakan
toga dalam persidangan.

Ketua hakim kemudian
memberikan penjelasa4 bahwa
mestinya pengacara yang ke-
beratan. "Sama jika saya meng-
grrnakan baju polisi, kan mes-
tinya polisi yang keberatan,"
katanya. Meski demikian, soal
pengacara dari Kodam yang
ditakutkan akan berbenturan
karena antarlembaga negara,
akan disampaikan dalam putu-
san sela nanti. (kmb37)
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Hasil Konsultasi ke Kemenpar

,,, ,...,...,,iflAri Hal. 1

Menurutnya. kalau aturan
tersebut bertentangan den-
gah peratqran yang lebih
tinggi, otomatis gugur demi
hukum. Oleh karena itu. re-
vitalisasi Teluk Benoa harus
dihentikan. Sebelumnva
(BP. 2414) Panitia Khusus
Riparda 2011-2029 DPRD
Bali berkonsultasi densan
Kementerian Pariwisata d.i
Jakarta. Sekretaris Pansus
Ripparda A.A. Ngurah Adhi
Ardhana. S.T. mengungkap-
kan hasil konsultasi dengan
Sekretaris Ditjen Desti-
nasi Lokot Ahmad Enda.
Lokot merupakan salah satu
perancang Undang-undang
No.10 Tahun 2009 tentans
Kepariwisataan dan PP
No.50 Tahun 2011 tentans
Riparnas.

"Sekretaris Ditjen Desti-
nasi setuju Perda No.2 Tahun
2012 tentang Pariwisata

Teluk Benoa Tak Masuk
Program Revitalisasi

KETUA DPRD Bali NYoman Adi WirY-
atama rupanya belum melakukan konsultasi
ke Presiden Joko Widodo terkait kelanjutan
Perpres No.51 Tahun 2014. Kenyataan ini
disampaikan anggota DPRD Bali yan-g jug-a

Sekreiaris Pansus Ripparda A.A. Ngurah
AdhiArdhana usai mengikuti rapat paripurna
internal. Selasa (28/4) kemarin.

"Kan baru komitmen dan ini rapat paripur'
na tadi kita sampaikan, dan tentu. akan dit-
indaklanjuti. Ini kan paripurna, ketok palu,"
ujarnya.- 

Adhi menambahkan, persiapan untuk
bertanya ke Presiden akan dilakukan pada
masa persidangan kedua setelah tanggal 30

April. Di sisi lain, ia juga membagikan resume
teikait pertemuan konsultasi Pansus Riparda
ke Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kemenpar di Jakarta.

Ada beberapa poin terkait kontradiksi Ran-
perda Riparda dan Perpres 51 Tahun 2014
dalam resume pertemuan konsultasi Pansus
Riparda di Kementerian Pariwisata. Sesditjen
Pengembangan Destinasi Pariwisata Drs.
Lokot Ahmad Enda, M.M. mengatakan, di
Bali kawasan yang menurun kualitasnya atau
menurun tingkat kunjungan wisatanya adalah
Kintamani dan sudah masuk dalam progtam re-
vitalisasi. Sedangkan Teluk Benoa tidak masuk'
meski pihaknya tidak mengatakan reklamasi
akan merusak lingkungan atau tidak.

Dalam resume tersebut, KabagHukum dan
Organisasi Shantony, S.H. menambahkan
terkaitrevitalisasi Teluk Benoa yang menjadi
pro dan kontra sehubungan dengan Perpres
No.51 Tahun 2014.
Hal.23
Lebih Tinggi

Lebih Tinggi
Budaya dimasukkan dalarn
mengingat dan pada pasal-
pasal di batang tubuh Ran-
perda, karena beliau melihat
roh kepariwisataan belum
masuk," ujar Adhi Ardhana
via telepon.' Lokot Ahmad Enda juga
dikatakan setuju untuk me-
masukkan pasal tambahan
terkait pekerja pariwisata.
Di mana pekerja pariwisata
harus mengerti dan tahu bu-
daya Bali. Tidak saja orang
Bali. tetdpi j.uga pendatang
oan orang asrng.

Selain dua poin penting
itu.,pihak Keme.npar jugi
orseDut membenkan masu_
kan terkait Perpres No.51
Tahun 2Ol4 yang selama ini
disebut kontradiktif dengan
Riparda Provinsi Bali. "d'iro
Hukum Kemenparberpenda-
pat, Perpres No. 51 Tahun
2014 apabila merunut dari
Perda RTRW Bali yang ber-
dasar pada RTRW Nasional.

kawa.san Tanjung Benoa
masuk kawasan pariwisata.
Maka yang berlaku adalah
Undang-undang No. 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan
dan PP No.50 Tahun 2011
tentang Ripparnas, sehing-
ga aturan yang tak sejalan
dengan itu dapat dikatakan
gugur dengan sendirinya,,'
papar Adhi.

Apakah itu artinya per-
pres 51/2014 secara otomasi
gugur? "Namanya konsultasi
tidak bisa memutuskan, dan
pemahaman biro hukum se-
lama bertentangan dengan
hukum di atasnya maka oto-
matis gugur. Tanjung Benoa
sebagal kawasan pariwisata
yang di dalam kawasan terse-
but ada daya tarik wisata da-
larn sudut pandang geografis
termasuk teluk harus berpa-
tokan kepada UU Pariwisata
dan PP S0l20lL Apabila ada
yang bertentangan maka oto-
matis gugur. (kmb32)


